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ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan pengetahuan di bidang ilmu kesehatan gigi menuntut
biaya peningkatan biaya jasa dokter gigi. Sementara itu, banyak masyarakat di Indonesia
yang membutuhkan perawatan gigi tetapi tidak memiliki biaya yang cukup untuk
melakukan perawatan di dokter gigi. Maka dari itu, masyarakat yang membutuhkan
perawatan gigi beralih kepada tukang gigi gigi daripada pergi ke dokter gigi. Untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih, banyak tukang gigi yang menawarkan jasa cabut
gigi, tambal gigi, pemasangan kawat gigi atau gigi palsu permanen. Kenyataannya tukang
gigi tidak berwenang untuk menawarkan jasa tersebut. Peraturan yang berlaku hanya
memperbolehkan tukang gigi untuk melakukan pekerjaan berupa membuat dan
memasang gigi tiruan lepasan, alhasil banyak pengguna jasa tukang gigi yang mendapat
kerugian akibat jasa terlarang yang ditawarkan oleh tukang gigi.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang sifatnya deskriptif dengan
menggunakan pendekatan konseptual dan juga pendekatan Undang-Undang. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum
primer,sekunder dan tersier.

Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa
tukang gigi yang mendapat kerugian serta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada
tukang gigi yang melanggar peraturan sudah diatur didalam Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia. Maka yang diperlukan adalah upaya-upaya agar tukang gigi tidak
menawarkan jasa terlarang lagi dan korban tukang gigi berkurang, yaitu dengan
memaksimalkan pembinaan,pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Begitu juga
dengan hak informasi yang dimiliki pengguna jasa tukang gigi harus ditegakkan dengan
cara menambahkan aturan terkait informasi medis bagi tukang gigi dan didukung oleh
pengawasan dari pemerintah setempat.

Kata Kunci : tukang gigi, pembinaan, pengawasan, perizinan dan hak informasi
medis
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ABSTRACT

Development of technology and knowledge of dental health lead to
increased costs for dental health services. Meanwhile, many people in Indonesia
that need dental care but do not afford the cost for dental treatments. So people
who need dental care prefer to go to dental artisan rather than going to the dentist.
To get more benefits, many dental artisans offer dental extraction, dental fillings,
braces and also permanent dentures. In fact, dental artisans are not authorized to
offer these services. The applicable regulations only allow dental artisans to make
and to set removable dentures, as a result many dental service users who suffer
due to prohibited services offered by dental artisans.

This research is a normative juridical research that has descriptived by
using conceptual approach and statue approach. The kind of data that used in this
research was secondary data with primery legal materials, secondary legal
materials, and also tertiary legal materials.

The regulations for dental artisans in Indonesia can not hold the dental
artisans to offer illicit services that growth some cases. So what required is efforts
to prevent dental artisans from offering illicit services and reduce the number of
dental artisans’ victims by improve the regulation of guidance, supervision and
licensing of dental artisans. Also the information rights owned by dental artisan
users must be enforced by adding new rules regarding medical information for
dental artisans users and supported by supervision from the local government

Keywords : dental artisans, guidance, supervision, licensing and medical
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